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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi
pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus
dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki
peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional
secara luas. Berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2014, desa diberikan kewenangan yang mencakup:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;

2. Kewenangan lokal berskala desa;



3.

4.
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Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 71 ayat (2) di jelaskan pada pasal

72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari :

a.

Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota;

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

Lain-lain pendapatan desa yang sah. Lebih lanjut pada BAB VI tentang
Keuangan dan Kekayaan Desa paragraf 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor
43 tahun 2014 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.

Ditegaskan dalam pasal 95 ayat (1) PP 43 tahun 2014 bahwa pemerintah

akan mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang di
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peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Selain itu,
pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD kabupaten/kota ADD
setiap tahun anggaran, paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu daerah otonom yang ada di
Provinsi Gorontalo yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah
dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya
kesejahteraan dan kemakmuran. Wujud nyata Kabupaten Pohuwato dalam
membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa yaitu dengan terus
berupaya meningkatkan Alokasi Dana Desa. Selain itu Pemerintah kabupaten
Pohuwato memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disusun berdasarkan asas
adil dan merata dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan desa serta
anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang di peroleh dari
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal
18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang
bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang
diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan

pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa tersebut
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bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan
dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah
keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya
keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan keuangan desa
secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa.
Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa
disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang di Anggarankan oleh
pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dari dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.

Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan
penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah
berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang
mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan
sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai
kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan
dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga
memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan
desa harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud
pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang

adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang
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telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk
mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui
musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).
Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa
pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mematuhi kaidah good governance yang
harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan Alokasi
Dana Desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya
seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses
pengelolaan.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato
Kabupaten Pohuwato, masih terdapat beberapa permasalahan, salah satunya
adalah pengawasan. Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan desa,
diperlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa
setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa
tersebut. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan
terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh
masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang.

Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan
tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu
memonitor jalanya pembangunan di desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana
Desa diperuntukan bagi pembangunan desa maka proses pengelolaan Alokasi

Dana Desa haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga
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nantinya diharapkan dengan Alokasi Dana Desa ini dapat menciptakan
pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :
“Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada

Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato).”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengawasan berpengaruh
terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Kelapa Lima

Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data analisis tentang
pengawasan yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa
(ADD) di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :
Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa

Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara

lain:
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1. Manfaat Teoritis:
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal
pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Kelapa Lima

Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktisi:

a. Bagi Kantor Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten
Pohuwato.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada aparat
Kantor Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten
Pohuwato dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di
ambil.

b. Bagi Penulis
Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam
praktik yang sesungguhnya kususnya pada obyek yang diteliti.

c. BagiPihak Luar
Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

d. Bagi llmu Pengetahuan
Untuk menambah kepustakaan di bidang manajemen keuangan

berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desa
2.1.1. Pengertian Desa

Menutur Yuliati (2003:24) kata “desa” sendiri berasal dari bahasa India
yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah
leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma,
serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di
Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya
masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati
di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa dan Nagori di Simalungun
sendiri. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah
dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (2007:286), pengertian desa dimaknai
oleh masyarakat sebagai tempat bermukim suatu golongan penduduk yang
ditandai dengan penggunaan tata bahasa dengan logat kedaerahan yang kental,
tingkat pendidikan relatif rendah, dan umumnya warga masyarakatnya bermata
pencaharian di bidang agraris atau kelautan. Dalam Kamus Umum Bahasa
Indonesia disebutkan desa adalah (1) wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga
yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh Kepala Desa), (2)

sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong, dusun, (3)
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udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman atau lawan dari kota), (4) tempat,

tanah, daerah.

2.1.2. Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No. 113 Tahun 2014 “Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama laindan
yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam
ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan
sebagai pegawai Yyaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya,
bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa
adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan
Pemerintahan  Desa, melaksanakan ~ pembangunan  desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulannya
bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah pemimpin atau penguasa di

bawah pimpinan seorang kepala desa beserta perangkat desa ataupembantu desa.
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Dalam mewakili masyarakat desa untuk hubungan yang sifatnya keluar atau ke

dalam masyarakat yang bersangkutan.

2.2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) direvisi dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan
beberapa proporsisi tambahan. Sumber Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari
APBN sebesar 25% atau yang disebut dana perimbangan yang dibagikan kepada
daerah yang dinamakan dengan dana alokasi umum, dari dana aloksi umum
tersebut kemudian kabupaten memberikan kepada desa sebesar 10% yang
kemudian dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam rangka otonomi daerah
yakni memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengurus rumah tangganya
sesuai dengan kebutuhan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa
untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa tersebut.

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas
didalam pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai
dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak
diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi
pemerintahan desa semakin menjadi kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang
desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan
masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan
yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi

keuangan menuju desa yang mandiri.
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa bahwa
dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang
dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut
sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh
perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana
alokasi khusus.

Dalam pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) kepada desa harus melalui
mekanisme sebagai berikut:

a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPIMD

b. Desa menyusun rencana anggaran

c. Desa mengajukan program dan anggaran

d. Penyaluran dana ke desa

Alokasi Dana Desa digunakan untuk keperluan desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2011 yakni
sebagai berikut:

a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan
pemerintah desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa
(ADD).

b. Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa

sebesar 70%.
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Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja operator dan
operasional desa yaitu untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah
desa dengan prioritas sebagai berikut (Peraturan Mentri Dalam Negeri No 21
Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah):

a. Untuk biaya pembangunan desa

b. Untuk pemberdayaan masyarakat

c. Untuk memperkuat pelayanan publik di desa

d. Untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa

e. Untuk tunjangan aparat desa

f.  Untuk tunjangan BPD

g. Untuk operasional pemerintahan desa

h. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang
melawan hukum.

Lebih lanjut Surat Edaran Mentri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22
Maret 2007 perihal ‘“Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan
bagi daerah dalam menghitung alokasi dana desa. Rumus yang dipergunakan
berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya ADD yang sama
untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil
untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan
variabel tertentu (misalnya variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan,

kesehatan, dan lain-lain) atau disebut alokasi dana desa proporsional (ADDP).
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Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah
Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan
sebagai berikut:

a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa
diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun
2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan
retribusi daerah.

b. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu
daerah Kabupaten/Kota sebagaian diperuntukan bagi desa, sebagaimana
diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.
18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah
keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota antara 5% sampai
10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termaksud dana alokasi

khusus.

2.2.1. Pengertian Alokasi Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi
yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk
membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia  Nomor 241 Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan
Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana desa adalah salah

satu issu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan
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jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan,
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu
krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan
pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari
Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah
yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara
keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi
tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan
kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan
yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan
tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan
kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk
menandai keseluruhan kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan prioritas dana
desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk
mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk
menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas
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penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi

tanggungjawab desa.

2.2.2. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tujuan dari pemberian alokasi dana desa (ADD) adalah sebagai berikut:
Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan
pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai
kewenangannya.

Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam
perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara
partisipatif sesuai dengan potensi desa.

Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat.

Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat berekonomi
lemah/miskin.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuaan dari Alokasi Dana Desa (ADD)

adalah sebagai berikut:

a.

b.

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa
dan pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan pembagunan infrastruktur pedesaan.
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d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan social.

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan
kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.

Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik

desa (BUMDes).

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa
2.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa menyatakan: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban
desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sumber
keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), dana
dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah
daerah oleh pemerintah desa akan didanai dari APBD, sedangkan pelaksanaan
urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh
APBN.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 menjelaskan
bahwa: Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa. Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau
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siklus Pengelolaan Keuangan Desa bisa dimulai dari perencanaan, kemudian

diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan. Nurcholis (2011: 82) berpendapat bahwa
pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa,
hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan
asli desa yang sah.

2. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dari
retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.

3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima
kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%, yang dibagi ke setiap desa
secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa
pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan
untuk semua kegiatan yang telah dilakukan.

a. Perencanaan.

Sujarweni Wiratna (2015: 18) menjelaskan bahwa pemerintah desa menyusun
perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan

mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana
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pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistesi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme

Perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai

berikut:

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada
Kepala Desa.

2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati
bersama.

3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan
tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota
melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk
dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling
lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak
memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan

sendirinya.
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Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa
melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa
dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan, Kepala
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7
hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD
mencabut peraturan desa dimaksud. Berdasarkan definisi tersebut dapat
disimpulkan bahwa perencanaan adalah rencana yang disusun untuk
menjamin konsistensi dalam melaksanakan pembangunan agar nantinya

sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
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b. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya, anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya

timbul transaksi penerimaan dan juga pengeluaran desa. Semua penerimaan

dan pengeluaran tersebut adalah pelaksanaan kewenangan desa yang

dilaksanakan melalui rekening desa. Desa yang belum memiliki pelayanan

perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah

Kabupatekn/Kota. Sehingga semua penerimaan dan pengeluaran desa harus

didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Herlianto (2017: 12)

menjelaskan bahwa: Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

pelaksanaan, yaitu:

1.

2.

Pemerintah desa bertanggungjawab melaksanakan program kegiatan
pemerintah desa yang dibantu oleh Dusun, RT, RW mengumpulkan dana
(pendapatan) untuk membiayai pengeluaran.

Pemerintah desa mengalokasikan dana untuk membiayai pelaksanaan
kegiatan

Kepala desa melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap jalannya
kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Masyarakata ikut menyumbangkan tenaga, dana dan ikut berpartisipasi
mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu tindakan

ataupelaksanaandari sebuah rencana yang telahdisusunsecara terperinci.



35

c. Penatausahaan
Herlianto (2017: 13) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan
pencatatan yang Kkhususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media
penatausahaan berupaka buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku
bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban
bendahara. Lapananda (2016: 55) menjelaskan bahwa: Penatausahaan
keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka
mewujudkan asas pengelolaan keungan desa yaitu asas transparan dan asas
akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan
pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas
umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan
Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No0.113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 dan 36 yaitu:
1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa
2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan
pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala
desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5) Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
e Buku kas umum

e Buku Kas Pembantu Pajak dan
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e Buku Bank.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penatausahaan

adalahpencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun

pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

. Pelaporan

Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan

tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib menyampaikan

laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDesa, disampaikan
paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan danb. Laporan semester
akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari
tahun berikutnya.

2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.

3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada bupati/walikota.

4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan
definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian
pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan

perencanaan.
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e. Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban

terdiri dari:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepadabupati/walikota melalui camat setiap akhir
tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini
ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan

b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun
Anggaran berkenaan dan

c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
masuk ke desa.

2. Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBdesa,
disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap
akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 bulan setelah akhir
tahun anggaran berkenan

f. Pengawasan
Menurut Herlianto (2017: 17) mengemukakan bahwa: Pengawasan dan

evaluasi sangat penting untuk menilai apakah pelaksanaan program sesuai
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dengan rencana, apakah danadigunakan sebagaimana mestinya, apakah

kegiatan mencapai hasil sesuai dengan rencana, serta merumuskan agenda

bersama untuk perbaikan pada tahun berikutnya. Sujarweni (2015: 23) lebih
lanjut menjelaskan bahwa:

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan
penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan
Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan definisi tersebut dapat
disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa
meliputi pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran Dana Desa,
Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari

Kabupaten/Kota.

2.3.2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa.
1. Transparan

Menurut Mahmudi (2011: 17-18) Transparansi memiliki arti Transparan
merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait
dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang
menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan
manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan
yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.
Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip Good Governance

yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya
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transparansi tersebut publikakan memperoleh informasi yang aktual dan faktual,

sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk.

a. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yangdirencanakan
(realisasi v.s anggaran).

b. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan  manipulasi dalam
perencanaan,pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

c. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yangterkait.

d. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antaramanajemen
organisasi sektor publik dengan masyarakat dan denganpihak lain yang terkait.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas transparan dapat diartikan

sebagai suatu keterbukaan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui

dan mengakses guna mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan

desa.

2. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan
masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah
akuntabilitas. Menurut Sujarweni (2015:28) menyatakan akuntabilitas atau
pertanggungjawaban  (accountability) Merupakansuatu bentuk keharusan
seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan
kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan
transparan. Mardiasmo (2010 : 20) mengatakan akuntabilitas publik adalah

kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban,
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menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak
dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam
melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor public berkewajiban untuk
memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak
publik itu antara lain:
a. hak untuk tahu (right to know),
b. hak untuk diberi informasi (right to be informed), dan
c. hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to).
Organisasi  sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan
akuntabilitas vertikal (vertical accountability), yaitu pelaporan kepada atasan,
akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability)
yaitu pelaporan kepada masyarakat. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di
atas maka ditarik kesimpulannya bahwa, akuntabel adalah kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian dalam pelaksanaan
untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif
Menurut Sujarweni (2015:29) yang dimaksud dengan partisipatif adalah
prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai
hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan
masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung

dan tidak langsung. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas maka ditarik
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kesimpulan bahwa, partisipatif adalah keikutsertaan orang yang bersangkutan
yang mempunyai hak dalam pengambilan bagian setiap kegiatan yang dilakukan

oleh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendapatkan keputusan.

2.4. Pengawasan
2.4.1. Pengertian Pengawasan

Menurut Widodo (2001:120) mendefinisikan pengawasan (control) sebagai:
proses usaha untuk melihat, menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan
sesuai dengan apa yang direncanakan. Sedangkan menurut pendapat Sujamto
(1996:53) mendefinisikan pengawasan sebagai: Segala usaha atau kegiatan untuk
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas
atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di kesimpulan bahwa pengawasan/
kontrol merupakan kegiatan untuk melihat apakah kegiatan dilakukan sesuai
dengan yang direncanakan. Widodo (2001:173) mendefinisikan Kontrol birokrasi
sebagai suatu peroses untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan
koreksi atas penyimpangan yang ditemukan tadi. Sedangkan menurut Rahman
(2007:127) menyatakan bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi mengkontrol
badan eksekutif oleh legislatif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang
telah ditetapkan telah sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kegiatan atau peroses
untuk menemukan penyimpangan dan melakukan tindakan koreksi atas

penyimpangan tersebut dalam hal ini dilakukan oleh lembaga legislative terhadap
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eksekutif. Maksud dari dilaksanakannya pengawasan Menurut Leonard dalam

Situmorang (1994:23) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang
diperintahkan dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat.

2. Untuk melindungi Hak Azasi Manusia yang telah dijamin oleh Undang-

undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

2.4.2. Konsep Pengawasan

Menurut Dale yang di kutip Winardi (2011:224) Pengawasan tidak hanya
melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi
juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskanya sehingga mencapai tujuan
yang sesuai dengan apa yang diinginkanya. Sedangkan menurut Sondang P.
Siagian (2005:125), pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh
kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa pekerjaan yang sedang dilakukan
sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga
merupakan usaha sadar dan sistemik untuk lebih menjamin bahwa semua tindakan
operasional yang diambil dalam organisasi benar-benar sesuai dengan rencana
yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut Simbolon (2004:61) mengemukakan bahwa, pengawasan ialah
suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh bawahanya sesuai dengan rencana, perintah,
tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman
terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (planning) yang harus ditentukan.
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2. Perintah (orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance).
3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawaasan adalah serangkaian proses
evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, guna menjamin
bahwa semua pekerjaan yang sedang berjalan sesuai dengan apayang diharapkan/
direncanakan. Dengan adanya pengawasan, kesalahan-kesalahan yang telah terjadi
diharapkan dapat diperbaiki dan tidak terulang di kemudian hari.

Dalam pengawasan terdapat beberapa tipe pengawasan seperti yang
diungkapkan Winardi (2011:589). Fungsi pengawasan dapat dibagi dalam tiga
macam tipe, atas dasar fokus aktifitas pengawasan, antara lain:

a. Pengawasan Pendahuluan (Preliminary Control)

Prosedur-prosedur pengawasan pendahuluan mencakup semua upaya

manajerial guna memperbesar kemungkinan bahwa hasil-hasil aktual akan

berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

Merumuskan kebijakan-kebijakan termasuk dalam fungsi perencanaan

sedangan tindakanimplementasi kebijakan merupakan bagian dari fungsi

pengawasan.
b. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (Cocurrent Control)

Concurrent Control terutama terdiri dari tindakan-tindakan para suvervisor

yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. Direction Control

berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka

berupaya untuk :
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1. Mengajarkan para bawahan mereka bahwa bagaimana cara penerapan
metode-metode serta prosedur-prosedur yang tepat.

2. Mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Proses memberikan pengarahan bukan saja meliputi caradengan
apa petunjuk-petunjuk dikomunikasikan tetapi meliputi juga sikap orang-
orang yang memberikn penyerahan.

c. Pengawasan Feed back (Feed back Control) Sifat khas dari metode-metode
pengawasan feed back (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada
hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan
masa mendatang. Adapun sejumlah metode Pengawasan feed back yang
banyak dilakukan oleh dunia bisnis yaitu :

1. Analisis Laporan Keuangan

2. Analisis Biaya Standar

3. Pengawasan Kualitas

4. Evaluasi Hasil Pekerjaan

2.4.3. Metode Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Peters dalam Widodo (2001:173) mengemukakan bahwa untuk
melakukan kontrol/pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan
menggunakan dua macam metode. Pertama metode organisasi (organzational
methods). Kedua, metode kontrol politik (political methods of control). Metode
organisasi pada dasarnya menggunakan ‘“popular and legal sanctions within
theorganizational to gaincompliance”(sanksi dan hokum yang dilakukan dalam

organisasi untuk mendapatkan kepatuhan) sarana atau alat untuk melaksanakan
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metode kontrol organisasional antara lain meliputi publisitas (publicity), disiplin
internal (internal dicipline), penekan kelompok dan publik (group and public
pressures).

Metode kontrol politik adalah metode pengawasan yang dilakukan oleh
lembaga politik yaitu lembaga perwakilan rakyat (representative of the people)
sebagai perwakilan suara masyarakat untuk melakukan kontrol. Metode kontrol
politik yang dilakukan lembaga legislatif menurut Peters dalam Widodo
(2001:177) dapat dilakukan dengan “funding, investigasion, constituency service,
and postaudit”.

1. Penganggaran (Funding)
Penganggaran perogram (Program funding) merupakan salah satualat lembaga
legislatif dalam melakukan control kepada birokrasi dengan mengontrol
perogram yang akan dianggarkan.

2. Investigasi (Investigation)
Investigasi dilakukan lembaga legislatif untuk melakukan kontrol,bentuk
paling sederhana dari investigasi lembaga legislatif adalah dengar pendapat
dengan pemerintah.

3. Pelayanan Publik (Constituennce service)
Yaitu kontrol yang dilakukan oleh lembaga legislatif berdasarkan tuntutan
masyarakan terhadap pelayanan publik yang diberikan.Untuk memecahkan

masalah yang ada dalam pelayanan yang diberikan pemerintah.
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4. Posaudit (Postaudit) Alat kontrol terakhir lembaga legislatif adalah Pos audit
yaitu pemeriksaaan laporan kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai

dengan perogram anggaran yang direncanakan.

2.5. Kerangka Pikir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
pengelolaan dan pengaruh pengawasan Alokasi Dana Desa terhadap
pembangunan desa di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten
Pohuwato.

Dalam konteks penelitian ini, variabel Pengawasan Alokasi Dana Desa
diukur menggunakan empat indikator menurut Simbolon (2004:61). Pengawasan
harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

1. Rencana (planning) yang harus ditentukan.

2. Perintah (orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance).
3. Tujuan.

4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan variabel Pengelolaan Alokasi Dana Desa diukur menggunakan
tiga indikator yang mengacu pada Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2
ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarakan asas -
asas sebagai berikut:

1. Transparan
2. Akuntabel

3. Partisipasif
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Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema

sebagai berikut :

PENGAWASAN: PENGELOLAAN:
1. Rencana 1. Transparan
2. Perintah 2. Akuntabel
3. Tujuan — 3. Partisipasi
4. Kebijakan
(PERMENDAGRI No. 113
(Simbolon, 2004:61) Tahun 2014)

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

2.6. Hipotesis
Berdasarkan rumusan masalah pada Bab I, kajian teori pada Bab Il dan
kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah: Pengawasan berpengaruh

positif terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima

Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
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BAB 111

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian
Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah
Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi

Pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato).

3.2. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:2) pengertian metodologi penelitian adalah cara
ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,
dibuktikan, dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliranya
dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu dengan
menggunakan statistika untuk mendeskripsikan atau menggabarkan data yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku umum atau generalisasi (Sugiyono, 2014:147).

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dapat digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada
umumnya dilakukan secara random atau acak, pengumpulan data menggunakan
instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan sesuai
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dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Sugiono (2009:11) Metode penelitian deskriptif adalah penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel

lainnya.

3.2.2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, variabel

penelitian terbagi dua yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X).

1. Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:97). Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah Pengelolaan (Y).

2. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau
yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono,
2014:96). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pengawasan (X).

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel Indikator Sub Indikator

Pengelolaan (Y) 1. Transparan | 1. Akses untuk memperoleh
(PERMENDAGRI No. dokumen tentang pgngelolaan

keuangan mudah diperoleh
113 Tahun 2014)

2. Pengumuman pengelolaan
keuangan dapat meningkatkan
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2. Akuntabel

3. Partisipasi

transparansi

. Transparansi yang positif dapat

menunjang kinerja pengelolaan
keuangan

. Penyediaan informasi yang

bertanggung jawab

. Rencana strategi dan arah

kebijakan umum merupakan dasar
dalam pengelolaan keuangan

Indikator hasil kerja yang akan

| dicapai, ditetapkan dan telah

digunakan untuk mengevaluasi
pengelolaan keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan di
tiap-tiap unit melibatkan semua
unsur-unsur dalam unit tersebut

Kepentingan publik dan golongan
menjadi perhatian dan
pertimbangan utama dalam
pengelolaan keuangan

Masyarakat desa terlibat dalam
pengambilan keputusan program-
program desa

Masyarakat desa memberikan

| masukan kepada BPD dan

Pemerintah Desa

Masyarakat desa melakukan
pengawasan pelaksanaan
anggaran desa

Masyarakat desa memberikan
penilaian pelaksanaan anggaran
desa

Pengawasan (X)
(Simbolon (2004:61)

1. Rencana

2. Perintah

3. Tujuan

. Pengawasan dana desa dilakukan

secara internal dan eksternal
sesuai dengan perencanaan.

. Pengawas keuangan secara aktif

mengawasi pengelolaan dana desa
dan sesuai dengan perintah.

. Pengawasan yang dilakukan

dengan baik dan sesuai dengan




o1

tujuan organisasi

4. Kebijakan 4. Pelaksanaan pengawasan
dilaksanakan sesuai dengan
kebijakan yang telah ditentukan
sebelumnya.

3.2.3. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah BPD, Aparat Desa, Kepala Dusun dan
tokoh masyarakat serta sebagian kecil masyarakat yang ikut merasakan dampak
ADD pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato
yang berjumlah 38 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam
penelitian ini menggunakan sampling jenuh (sensus). Menurut Sugiyono
(2014:44) sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif

heterogen.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber, dari individu
atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang
telah diisi oleh responden, meliputi identitas dan tanggapan responden (Sugiyono,

2014:61).
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Sedangkan untuk data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat
dokumen (Sugiyono, 2014:62). Data sekunder umumnya digunakan oleh peneliti
untuk memberikan gambaran tambahan sebagai gambaran pelengkap ataupun
untuk diperoses lebih lanjut.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur pengaruh sistem pengendalian internal
terhadap pengelolaan keuangan menggunakan skala likert. Skala likert digunakan
untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi orang tentang fenomena sosial
(Sugiyono, 2014:92). Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dalam
penelitian ini dijabarkan menjadi sub variabel, yang kemudian dijabarkan lagi
menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator-indikator tersebut
dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang berupaya
pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh responden.

Tabel 3.2. Skala Likert

Keterangan Bobot
Sangat Setuju 5
Setuju 4
Kurang Setuju 3
Tidak setuju 2
Sangat Tidak Setuju 1

Sumber : Sugiyono (2014:92)

3.2.5. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :

1. Uji Validitas
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Uji validitas dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana variabel yang
digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas ini
digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam daftar pertanyaan. Uji
validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian
validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Correlated
item-Total Correlation dengan nilai r table, untuk degree of freedom (df)=n-2,
dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan alpha = 0,05. Menurut Ghozali (2011
:48) Jika r hitung lebih besar dari r table dan nilai positif maka butir pertanyaan

atau indikator tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan
untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan
sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Hasil uji
reliabilitas dengan bantuan SPSS akan menghasilkan Cronbach Alpha. Menurut
Ghozali (2011 :48) bahwa, suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel

jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60..

3. Analisis Regresi Linier Sederhana
Untuk melihat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan

Alokasi Dana Desa maka kami manggunakan analisis regresi linier sederhana.
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Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui arah dari hubungan
antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah memiliki hubungan positif
atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai
variabel bebas mengalami kenaikan ataupun penurunan.
Menurut Sugiono (2014) persamaan regresi linear sederhana adalah sebagai
berikut :
Y=a+bX+¢€
Dimana:
Y = Variabel dependent (Pengelolaan Alokasi Dana Desa)
X = Variabel independent (Pengawasan)
a = Koefisien regresi (Konstanta)
b = Koefisien regresi

€ = Pengaruh Variabel Lain
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Kelapa Lima.

Pada tahun 1920 kawasan Desa Kelapa Lima masih berupa hutan rimba,
pada waktu masi merupakan wilayah Desa Milangodaa dan ditempati oleh
sekelompok orang jahat atau pembunuh yang bersembunyi dari kejaran aparat
keamanan, mereka berasal dari suku saluan yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok.

Suatu saat keberadaan mereka diketahui oleh salah satu tokoh yang sangat
disegani, beliau bernama Bapu Landowa (Kakek Landowa) yang berasal dari
Paguyaman. Kakek Landowa mencari dan berniat memushahkan kelompok-
kelompo pembunuh tersebut, pada hari pertama beliau mendapati kelompok
pertama berada di pinggir sungai yang didekatnya terdapat dua pohon kelapa,
Bapu Landowa membunuh kelompok tersebut. Kemudian kelompok kedua
didapati berada ditengah hutan yang terdapat tiga pohon kelapa, dan kelompok
ketiga didapati oleh Bapu Landowa di tengah hutan yang terdapat lima kelapa,
Bapu Landowa berhasil memusnahkan ketiga kelompok tersebut.

Setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia, kawasan Dusun Kelapa Lima (kala
itu), mulai didatangi oleh penduduk-penduduk desa tetangga bahkan dari daerah
Sulawesi Tengah untuk membuka lahan pertanian dan menetap untuk tinggal.
Lama kelamaan masyarakat yang datang dan menetap mulai banyak.

Hingga pada tahun 2007 salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak

Amrun lyako memberikan usul kepada salah satu anggota DPR bahwa Dususn
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Kelapa Lima sudah layak untuk dijadikaan satu desa. Dan pada tahun 2008
usukan tersebut di realisasi oleh pemerintah Kabupaten.

Dan nama Desa Kelapa Lima diambil dari lima pohon kelapa yang terdapat d
hutan desa, yang merupakan peninggalan leluhur sekaligus bekas tempat
pembunuhan kelompok pemberontak oleh Bapu Landowa.

Adapun batas-batas Desa Kelapa Lima adalah, untuk btas bagian utara
berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol dan Toli-Toli dan batas bagian timur
berbatasan langsung dengan Desa Babalonga sedangkan batas bagian selatan
erbatasan langsung dengan Desa Milangodaa kemudian untuk batas disebelah

barat berbatasan langsng dengan Desa Londoun.

4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Kelapa Lima.

BPD | _____ Kepala Desa
YUl RUMAMPLIK. SF
— Sekretaris Desa —
STEVANUS TABELE
Kaur Umum & |
L5 Kasi Pemerintahan Perencanaan |
YUSUF MESSE MARIANCE
MAMIASA
Kasi Kesejahteraan
& Pelayanan Kaur Keuangan
L—» SUPRIN PAWALI YSNITA IYAKO
Kadus | Kadus 11 Kadus Batusarungan
MIRNA HARUSU RAMLI PAWALI ERPIN TABELLE

Gambar 4.1. Struktur Organisasi
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4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Pada penelitian ini penulis membahas variabel X yang mempengaruhi
variabel Y, dalam hal ini variabel X adalah pengawasan sedangkan variabel
terikat yaitu pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Y). Skala penilaian untuk
masing-masing item pertanyaan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya.
Adapun hasilnya adalah :
Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = 1 x 38 = 38
Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden =5 x 38 = 190

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

190 - 38
Rentang Skala = ---------------- =30
5
Tabel 4.1.
Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden
Range Kategori
162 - 192 Sangat Baik
131 - 161 Baik
100 - 130 Kurang Baik
69 — 99 Tidak Baik
38 - 68 Sangat Tidak Baik

Sumber : Olahan Data 2021
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4.2.1. Tanggapan Responden pada Variabel Pengelolaan ADD (Y)

Tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Tanggapan Responden Pada Indikator Transparan
Bobot Item 1 Item 2 Item 3 Item 4
F| S % |F| S| % |F| S| % |F| S | %
5 15| 75 | 39 |15| 75 | 39 |24 |120| 63 |17 | 85 | 45
4 20| 80 | 53 |22 88 | 58 |12 | 48 | 32 |19 | 76 | 50
3 1 3 3 1] 3 3 11| 3 3 12| 6 5
2 2 | 4 5 0] 0 0 | 1] 2 3100 0
1 0] O 0 0| O 0|0 O 0|0} O 0
Jumlah | 38 | 162 | 100 | 38 | 166 | 100 | 38 | 173 | 100 | 38 | 167 | 100

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
162. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang kemudahan memperoleh akses
dokmen pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana
Desa.

2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
123. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang peningkatan transparansi
pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
127. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)

yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
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sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang transparansi positif yang ada
pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
125. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang informasi yang bertanggng
jawab yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (YY) dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana

Desa (Y) dengan indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 167 dan masuk

kategori sangat baik.

Tabel 4.3.
Tanggapan Responden Pada Indikator Akuntabel
Bobot Iltem 5 Item 6 Iltem 7 Item 8

F| S % |F| S| % | F| S | % |F| S | %
17| 85 | 45 | 19| 95 | 50 [19] 95 | 50 |13 | 65 | 34
19| 76 | 50 | 19| 76 | 50 | 19| 76 | 50 |23 | 92 | 61

2 6 5 0] O 0|0 O 0|2 6 5

0 0 0 0] O 0|0 O 00| O 0
1 0 0 0 0] O 0|0 O 00| O 0

Jumlah | 38| 167 | 100 | 38 | 171 | 100 | 38 | 171 | 100 | 38 | 163 | 100
Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

NlW|h|o

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
167. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)

yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
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sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang rencana strategi pengelolaan
ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
171. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang indikator hasil kerja
pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
171. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang keterlibatan unsur unit kerja
yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
163. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang pertimbangan utama dalam
pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (Y) dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana

Desa (Y) dengan indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 168 dan masuk

kategori sangat baik.
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Tabel 4.4,
Tanggapan Responden Pada Indikator Partisipasi
Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
Bobot
F| S % | F| S % |F| S| % |F| S | %
5 20| 100 | 53 |24 | 120 | 63 |24 | 120 | 63 |11 | 55 | 29
4 15| 60 | 39 [12| 48 | 32 |12 | 48 | 32 |24 | 96 | 63
3 6 5 2| 6 5121 6 5 13] 9 8
2 2 3 0] O 0 |0] O 0 |0O| O 0
1 0 0 0 0] O 0|0 O 0 |0O| O 0
Jumlah | 38 | 168 | 100 | 38 | 174 | 100 | 38 | 174 | 100 | 38 | 160 | 100

Sumber : Olahan Data 2021
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :

1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
168. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang keterlibatan masyarakat yang
ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
174. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 2 tentang masukan masyarakat kepada
BPD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
174. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang keterlibatan masyarakat dalam

pengawasan yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.
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4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
160. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 4 tentang penilaian masyarakat dalam
pengelolaan ADD yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel pengelolaan alokasi Dana Desa (Y) dapat

disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik

terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel pengelolaan alokasi Dana

Desa (Y) dengan indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 169 dan masuk

kategori sangat baik.

4.2.2. Tanggapan Responden pada Variabel Pengawasan (X)

Pendapat responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Tanggapan Responden pada Variabel Pengawasan (X)
Bobot Iltem 1 Item 2 Item 3 Item 4
F| S % | F| S % | F| S % | F| S %
5 16 | 80 | 42 |19] 95 | 50 | 15| 75 | 39 |23 | 115 | 61
4 22| 83 | 58 | 19| 76 | 50 | 23| 92 | 61 |12 | 48 | 32
3 0| O 0O 0] O 0O 0| O 0o | 1] 3 3
2 0| O 0O 0] O 0O 0| O 0 | 2] 4 5
1 0| O 0O 0] O 0O 0| O 0 |0]| O 0
Jumlah | 38 | 168 | 100 | 38 | 171 | 100 | 38 | 167 | 100 | 38 | 170 | 100

Sumber : Olahan Data 2021
Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa :
1. Pertanyaan pada item 1 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor

168. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
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yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 1 tentang pengawasan sesuia rencana
yang ada pada variabel pengawasan.

2. Pertanyaan pada item 2 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
171. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
baik terhadap pertanyaan item 2 tentang keaktifan pengawasan yang ada pada
variabel pengawasan.

3. Pertanyaan pada item 3 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
167. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 3 tentang pelaksanaan pengawasan
sesuia rencana yang ada pada variabel pengawasan.

4. Pertanyaan pada item 4 diperoleh tanggapan responden dengan jumlah skor
170. Hasil ini masuk dalam kategori sangat baik (masuk diantara 162 — 192)
yang artinya bahwa responden pada umumnya memberikan tanggapan yang
sangat baik terhadap pertanyaan item 4 pelaksanaan pengawasan sesuai
kebijakan yang ada pada variabel pengawasan.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel kualitas laporan keuangan (X) dapat
disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang sangat baik
terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada variabel pengawasan (X) yaitu

rata-rata sebesar 169 yang masuk kategori sangat baik.
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4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen kuisioner yang terdiri
dari variabel pengawasan sebanyak 4 item pertanyaan dan variabel pengelolaan
Alokasi Dana Desa sebanyak 12 item pertanyaan. Dari pengujian realibilitas
teknik split half nampak bahwa masing-masing instrumen pengukuran variabel
dengan tingkat reliabilitas yang kuat (koefisien rata-rata di atas 0,60) dengan
koefisien internal Spearman Brown. Menurut Ghozali (2011 :48) bahwa, suatu
konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach
Alpha lebih besar dari 0,60. Batas minimum realibilitas yang dapat diterima
adalah koefisien positif dan makin tinggi koefisiennya berarti makin handal

instrumen pengukurannya.

2. Uji Validitas

Persyaratan minimum agar dapat dianggap valid apabila r = 0,3. Sehingga
apabila dikorelasikan antar item dengan skor total kurang dari 0,3 maka item
dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil olahan data
diperoleh r-tabel sebesar 0,320.

Adapun hasil uji validitas item pertanyaan dapat disajikan dalam tabel

berikut :
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Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Item Variabel Pengawasan (X)

No Item Tingkat Validitas Kategori
X1 0,580 0,320 Valid
X2 0,438 0,320 Valid
X3 0,618 0,320 Valid
X4 0,654 0,320 Valid

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas variabel komitmen organisasi (X1) berada di atas

0,320 maka jika dibandingkan r-hitung > r- tabel berarti valid semua dan layak

untuk diolah sebagai data penelitian.

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Item Variabel Pengelolaan ADD (YY)

No Item Tingkat Validitas Kategori
Y1 0,357 0,320 Valid
Y2 0,405 0,320 Valid
Y3 0,589 0,320 Valid
Y4 0,386 0,320 Valid
Y5 0,386 0,320 Valid
Y6 0,387 0,320 Valid
Y7 0,387 0,320 Valid
Y8 0,449 0,320 Valid
Y9 0,397 0,320 Valid
Y10 0,504 0,320 Valid
Y11 0,504 0,320 Valid
Y12 0,694 0,320 Valid

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan tabel di atas variabel pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

berada di atas 0,320 maka jika dibandingkan t-hitung > t- tabel berarti valid

semua dan layak untuk diolah sebagai data penelitian.

3. Analisis Reliabilitas

Berdasarkan pengujian realibilitas teknik split half nampak bahwa masing-

masing instrumen pengukuran variabel dengan tingkat reliabilitas yang kuat
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(koefisien rata-rata di atas 0,6) dengan koefisien internal Spearman Brown.
Menurut Ghozali (2011 :48) bahwa, suatu konstruk atau variabel dapat dikatakan
reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60. Reliabilitas

variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Reliabilitas | Kriteria | Kategori
Pengawasan (X) 0,696 0,60 Reliabel
Pengelolaan Alokasi dana Deas (YY) 0,738 0,60 Reliabel

Sumber : Olahan Data 2021

Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas dapat dinyatakan bahwa, semua
variabel masuk dalam kategori reliabel karena skornya > 0,60. Dengan demikian
instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dinyatakan
reliabel dan cocok sebagai alat ukur yang memiliki tingkat kestabilan yang kuat,
dalam artian alat ukur tersebut apabila dilakukan secara berulang, hasil dari

pengujian instrumen tersebut akan menunjukkan hasil yang tetap.

4. Analisis Regresi Sederhana

Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk
memprediksi apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi
Dana Desa (ADD) pada Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur
Kabupaten Pohuwato. Analisis ini menggunakan data berdasarkan kuesioner yang
dibagikan. Perhitungan uji ini dilakukan dengan bantuan SPSS. Adapun hasil dari

uji analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.9
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients?

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta
1 (Constant) 39.708 6.034
Pengawasan 741 338 343

a. Dependent Variable: Pengelolaan ADD
Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Dari tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil yang diperoleh nilai constant (o)
sebesar 39,708, sedangkan nilai pengawasan (p/koefisien regresi) sebesar 0,741.
Dari hasi tersebut dapat dimasukkan dalam persamaan regresinya adalah:

Y =39,708 + 0,741X

Dari hasil olahan data, maka diperoleh persamaan regresi sederhana dimana
nilai constant 39,708 yang artinya jika pengawasan diabaikan maka pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 39,708.

Koefisien regresi pengawasan (X) sebesar 0,741 hal ini berarti bahwa
perubahan variabel pengawasan (X) akan diikuti oleh perubahan pengelolaan
Alokasi Dana Desa () sebesar 0,741.

5. Hasil Uji Hipotesis
Hasil uji hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 4.10

sebagaimana berikut:



Tabel 4.10
Hasil Uji Hipotesis
Coefficients?

68

Model

Sig.

1

(Constant)

Pengawasan

6.581
2.192

.000]
.035

a. Dependent Variabel: Pengelolaan ADD
Sumber : Olahan Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 di atas diperoleh nilai thitung

sebesar 2,192. Nilai tersebut lebih besar dari nilai twper Sebesar 0,681 yang berarti

bahwa pengaruh pengawasan (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato Timur

Kabupaten Pohuwato () hal ini juga didukung dengan nilai signifikansi sebesar

0,035 yang lebih kecil dari pada tingkat kemaknaan 5%, (0,035 < 0,05).
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan
bahwa, pengawasan berpengaruh positif sebesar 0,741 dan signifikan sebesar
0,035 terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima

Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

5.2. Saran
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya
penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Agar kiranya pihak Pemerintah Desa Kelapa Lima Kecamatan Popayato
Timur Kabupaten Pohuwato mempertahankan fungsi pengawasan terhadap
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima Kecamatan
Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti variabel lain yang dapat
mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kelapa Lima
Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, misalnya perencanaan,

organisasi
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PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER

Pilinlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara

memberikan tanda (V) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut

adalah :
5 Sangat Setuju (SS)
4 Setuju (S)
3 Kurang Setuju (KS)
2 | Tidak Setuju (TS)
1 Sangat Tidak Setuju (STS)

A. PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Y)

No Pernyataan Indikator Transparan SS S KS | TS | STS
1 | Akses untuk memperoleh dokumen tentang
pengelolaan keuangan mudah diperoleh
2 | Pengumuman pengelolaan keuangan dapat
meningkatkan transparansi
3 | Transparansi yang positif dapat menunjang
Kinerja pengelolaan keuangan
4 | Penyediaan informasi yang bertanggung
jawab
No Pernyataan Indikator Akuntabel SS S KS | TS | STS

1 | Rencana strategi dan arah kebijakan umum
merupakan dasar dalam pengelolaan
keuangan

2 | Indikator hasil kerja yang akan dicapai,
ditetapkan dan telah digunakan untuk
mengevaluasi pengelolaan keuangan

3 | Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap
unit melibatkan semua unsur-unsur dalam
unit tersebut

4 | Kepentingan publik dan golongan menjadi
perhatian dan pertimbangan utama dalam
pengelolaan keuangan
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No Pernyataan Indikator Partisipasi SS KS | TS | STS
1 | Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan
Keputusan program-program desa
2 | Masyarakat desa memberikan masukan
kepada BPD dan Pemerintah Desa
3 | Masyarakat desa melakukan pengawasan
pelaksanaan anggaran desa
4 | Masyarakat desa memberikan penilaian
pelaksanaan anggaran desa
B. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA (X)
No | Pernyataan Indikator Rencana, Perintah, | SS KS | TS | STS

Tujuan dan Kebijakan

Pengawasan dana desa dilakukan secara
internal dan eksternal sesuai dengan
perencanaan

Pengawas keuangan secara aktif mengawasi
pengelolaan dana desa dan sesuai dengan
perintah

Pengawasan yang dilakukan dengan baik
dan sesuai dengan tujuan orgnisasi

Pelaksanaan  pengawasan dilaksanakan
sesuai dengan kebijakan yang telah
ditentukannya.
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Lampiran 3

TABULASI DATA
Variabel Pengelolaan ADD (Y)
7

e

54
55
45

o1

56
55
56
49

53
51

49

52
55
48

49

49

58

o1

55
54
55
49

52
60
58
53
55
60
54
55
45

51

56
55
56
49

53

51

12

11

10

No.

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

38
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Lampiran 4 OUTPUT SPSS-16

jr

17
18
16
18
19
20
18
20
17
17
19
15
19
18
16
18
18
17
18
16
18
17
16
20
17
17
17
20
17
18
16
18
19
20
18
20
17
17

Variabel Pengawasan (X)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
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Lampiran 5
DISTRIBUSI NILAI R TABEL
PADA SIGNIFIKANSI 5% DAN 1%
N The Level of Significance The Level of Significance
N

| 5% 1% 5% 1%
3 0.997 0.999 38 0.320 0.413
4 0.950 0.990 39 0.316 0.408
5 0.878 0.959 40 0.312 0.403
6 0.811 0.917 41 0.308 0.398
7 0.754 0.874 42 0.304 0.393
8 0.707 0.834 43 0.301 0.389
9 0.666 0.798 44 0.297 0.384
10 0.632 0.765 45 0.294 0.380
11 0.602 0.735 46 0.291 0.376
12 0.576 0.708 47 0.288 0.372
13 0.553 0.684 48 0.284 0.368
14 0.532 0.661 49 0.281 0.364
15 0.514 0.641 50 0.279 0.361
16 0.497 0.623 55 0.266 0.345
17 0.482 0.606 60 0.254 0.330
18 0.468 0.590 65 0.244 0.317
19 0.456 0.575 70 0.235 0.306
20 0.444 0.561 75 0.227 0.296
21 0.433 0.549 80 0.220 0.286
22 0.432 0.537 85 0.213 0.278
23 0.413 0.526 90 0.207 0.267
24 0.404 0.515 95 0.202 0.263
25 0.396 0.505 100 0.195 0.256
26 0.388 0.496 125 0.176 0.230
27 0.381 0.487 150 0.159 0.210
28 0.374 0.478 175 0.148 0.194
29 0.367 0.470 200 0.138 0.181
30 0.361 0.463 300 0.113 0.148
31 0.355 0.456 400 0.098 0.128
32 0.349 0.449 500 0.088 0.115
33 0.344 0.442 600 0.080 0.105
34 0.339 0.436 700 0.074 0.097
35 0.334 0.430 800 0.070 0.091
36 0.329 0.424 900 0.065 0.086
37 0.325 0.418 1000 0.062 0.081
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